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BUPATI TUBAN 

  PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN 

NOMOR    16  TAHUN 2016 

TENTANG 

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH  

NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA 

PERIKANAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TUBAN, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang  

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, 

Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, khususnya 

terhadap penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, 

maka dilakukan pembebasan terhadap biaya 

penerbitan perizinan dan pembebasan punggutan 

usaha perikanan; 

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 

Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan 

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 

Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana 

dimaksud  pada huruf a dan huruf b, maka perlu 

mencabut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 

tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan; 

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

S A L I N A N 
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  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Beerita Negara Republik Indonesia Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 

  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438); 

  7. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ); 
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  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3699); 

  9. 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

sebagaimana telah diubah dengan Paturan 

pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5145); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2011tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha 

Pembudidayaan Ikan; 

  15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan 

Tangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.12/MEN/2009; 

  16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan 

dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat 

Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan 

Perikanan Negara Republik Indonesia. 

  17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan 

Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (TRAWLS) dan 

Pukat Tarik (SEINE NETS) Di Wilayah Pengelolaan 

Perikanan Negara Republik Indonesia; 

  18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 

2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten 

Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2011 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 

Seri D Nomor 2); 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 

2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Lembaran 

Daerah Kabupaten Daerah Tuban Tahun 2014 Seri E 

Nomor 12); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN 

dan 

 BUPATI TUBAN 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN   NOMOR 9 

TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA 

PERIKANAN.  

Pasal  I 

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2011 

tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2006 Seri C Nomor 05), dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

                             Pasal  II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Tuban. 

 

Ditetapkan di Tuban 

pada tanggal  4 Nopember 2016 

BUPATI TUBAN, 

  ttd 

 H.  FATHUL HUDA 
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Diundangkan di Tuban  

pada tanggal  4 Nopember 2016 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TUBAN,  

       ttd 

     BUDI WIYANA 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI C NOMOR  3 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 350-16/2016 

 

UNTUK SALINAN YANG SAH 

An. SEKRETARIS DAERAH 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

Setda Kabupaten Tuban 

 

 

ARIF HANDOYO, SH 

Pembina Tingkat 1 

NIP. 19661102 199603 1 003 
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PENJELASAN 

ATAS 

RANCANGAN  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN 

NOMOR    16   TAHUN 2016 

TENTANG 

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 

TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN 

 

I.   UMUM 

Bahwa guna melindungi masyarakat nelayan di Daerah dan 

untuk memajukan kesejahteraan serta meningkatkan perekonomian 

masyarakat sebagai dasar pembangunan dalam mewujudkan 

keadilan sosial bagi masyarakat di Daerah, maka setiap masyarakat 

wajib ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan 

kesejahteraan, khususnya di bidang perikanan. 

Tujuan pembangunan perikanan dan kelautan di Daerah 

antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan 

nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam sebagai pemberi 

kontribusi yang nyata dalam pembangunan perikanan serta 

pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan perdesaan 

Bahwa nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam 

sangat tergantung pada sumberdaya ikan, kondisi lingkungan, srana 

dan prasarana, kepasstian usaha, akses permodalan, ilmmu 

pengetahuan, teknologi dan informasi sehingga membutuhkan 

perllindungan dan pemberdayaan, maka Daerah menghapus praktek 

ekonomi biaya tinggi yaitu dengan membebaskan biaya penerbitan 

perizinan di bidang perikanan dan membebaskan pungutan usaha 

perikanan. 

Atas dasar pertimbangan dimaksud maka, Pemerintah Daerah 

perlu mencabut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Izin Usaha perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2015 tentang perlindungan dan Pemberdayaan nelayan, 

Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. 

 

II.   PASAL DEMI PASAL. 

Pasal I 

 Cukup jelas. 

Pasal II 

 Cukup jelas. 
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